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ABSTRAK

Air bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
pemerintah memberikan pelayanan berupa perusahaan air minum (PDAM). Masyarakat sebagai
konsumen air minum mengeluhkan pelayanan PDAM karena kualitas air yang keruh dan berbau
yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Permasalahan tentang perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM yaitu bagaimana proses
penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan ketentuan hukum undang-undang perlindungan
konsumen dan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon
berkenaan dengan terjadinya kelalaian. Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengkaji
perwujudan konstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh
PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berdasarkan norma hukum Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dengan harapan dapat menjadi tolok ukur keilmuan untuk pengembangan disiplin
ilmu hukum dan kebijakan publik. Metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis
normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUPK serta
dokumen yang terkait dengan perlindungan konsumen air bersih, serta didukung dengan
wawancara kepada konsumen air bersih di Kabupaten cirebon dan Pejabat PDAM Tirta Jati.

Hasil penelitian menunjukkan UUPK telah mengatur hak konsumen yang dirugikan oleh
pelaku usaha, sesuai Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti
rugi kepada konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan akibat mengkonsumsi air minum yang tercemar.

Berkenaan dengan terjadinya kelalaian PDAM terhadap konsumen, PDAM Tirta Jati
Kabupaten Cirebon telah membebaskan pembayaran biaya berlangganan bulanan pada bulan
berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan.

Disarankan agar ditinjau kembali ketentuan BPSK dalam UUPK, karena keputusan majelis
menurut Pasal 56 ayat (2) masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri
oleh pihak yang tidak puas. Padahal sesuai Pasal 54 ayat (3) putusan BPSK bersifat final dan
mengikat, karena BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang nilai tuntutannya
kecil. Kepada Pemerintah, agar pendekatan anggaran pembangunan prasarana air minum yang
berbasis proyek dan negosiasi sudah waktunya diubah menjadi anggaran prioritas yang
mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kepada PDAM Tirta Jati Kabupaten
Cirebon untuk mengadakan perawatan peralatan distribusi air minum agar tercemarnya air dapat
diminimalisir, bila dimungkinkan diadakan penggantian peralatan yang sudah tidak layak demi
pelayanan yang baik baik konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan air minum terus meningkat
seiring dengan pertumbuhan penduduk yang
semakin pesat. PDAM selaku pemberi jasa
pengadaan air minum dengan konsumen
selaku penerima jasa air minum terdapat
suatu hubungan hukum, vyaitu adanya
kewajiban dari penerima jasa untuk memberi
imbalan atas jasa yang diterimanya sesuai
dengan jumlah air yang dikonsumsi yang
tertera dalam water meter serta sesuai dengan
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besaran tarif yang telah ditentukan, di
samping itu juga terdapat hak-hak dari
pelanggan sebagai penerima jasa yaitu: hak
atas keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi air bersih yang diterimanya,
hak mendapat informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi airnya, hak untuk
didengar pendapat dan keluhannya atas air
yang diterima dari PDAM.

Fungsi Hukum yang paling utama dalam
bidang ekonomi adalah untuk menjamin
Stabilitas dan kepastian perekonomian yaitu
menata mekanisme dan interaksi antar
masyarakat atau antar pelaku ekonomi dalam
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memanfaatkan sumber daya ekonomi yang
terbatas. Fungsi hukum tersebut juga
dimaksudkan untuk mengatur segala aktivitas
yang terjadi dalam interaksi antar pelaku
ekonomi yang diantaranya menyangkut
masalah konstruksi perlindungan hukum
yang dapat dilakukan oleh PDAM Kabupaten
Cirebon yang disebut PDAM Tirta Jati,
berkenaan dengan kebijakan pelayanan air
bersih sebab berdasarkan pada ketentuan
norma hukum Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang  perlindungan konsumen
mengatur beberapa hal mengenai hak
konsumen terhadap informasi produk yang
dikonsumsinya, dalam Pasal 4 Undang-
Undang perlindungan konsumen disebutkan
juga sejumlah hak konsumen yang mendapat
jaminan dan perlindungan dari hukum.

Dalam Pasal 7(b) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen disebutkan juga
kewajiban pelaku usaha adalah memberikan
informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Sesuai dengan kedudukannya
masyarakat sebagai pelanggan PDAM yang
telah mengadakan perjanjian dengan pihak
penyelenggara jasa air minum yaitu pihak
PDAM, salah satu hak konsumen adalah hak
atas keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi air bersih yang diterima.

Jika seseorang konsumen mempunyai
hubungan hukum berupa perjanjian dengan
pihak lain, dan pihak lain itu melanggar
perjanjian yang disepakati bersama, maka
konsumen berhak menggugat lawannya
berdasarkan dalih melakukan wanprestasi
(cidera janji). Jika sebelumnya tidak ada
perjanjian, konsumen tetap saja memiliki hak
untuk menuntut secara perdata, yakni melalui
ketentuan perbuatan melawan hukum. Dalam

konsepsi  perbuatan melawan  hukum
(onrechtmatigedaad), seseorang diberi
kesempatan untuk menggugat sepanjang

terpenuhi tiga unsur, yaitu ada kesalahan
(vang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada
kerugian (yang diderita penggugat), dan ada
hubungan kausalitas antara kesalahan dan
kerugian itu.

Perikatan ~ dapat  bersumber  dari
perjanjian dan dari undang-undang. Dalam
hukum perlindungan konsumen, aspek

perjanjian ini merupakan faktor yang sangat
penting walaupun bukan faktor mutlak yang
harus ada, perjanjian merupakan salah satu
sumber lahirnya perikatan. Demikian juga
halnya antara masyarakat pelanggan air
minum dari PDAM, terjadinya hubungan
hukum karena adanya permohonan yang
diikat dengan suatu perjanjian antara
konsumen dengan PDAM.

Dalam UUPK, hak konsumen atas
keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi air itu diakomodir dalam Pasal
4 huruf a, hak atas kenyamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa. Kemudian juga dalam huruf c,
konsumen mempunyai hak atas informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh
karena itu, dari ketentuan tersebut maka
sudah menjadi hak konsumen untuk
mendapatkan aliran air yang bersih yang
aman bagi kesehatannya dan adanya
kenyamanan dalam mengkonsumsi air minum
dari PDAM vyang senantiasa memenuhi
kebutuhan sehari-hari.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah  proses  penyelesaian
sengketa  konsumen yang  dapat
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum
undang-undang perlindungan
konsumen?

2. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang
dilakukan oleh pihak PDAM Tirta Jati
Kabupaten Cirebon berkenaan dengan
terjadinya kelalaian?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada konstruksi
perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen oleh pihak PDAM Tirta Jati
Kabupaten Cirebon berkenaan dengan
pelayanan air bersih.
1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode
pendekatan doktrinal, sehingga strategi
penelitian ~ hukum  normatifnya  akan
menyangkut tipe-tipe penelitian normatif
yaitu penelitian inventarisasi hukum positif
sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat
mendasar untuk melakukan penelitian hukum
dari tipe-tipe yang lain. Sebelum dapat
diketemukan norma hukum in concreto atau
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diketemukan teori-teori tentang proses
kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih
dahulu apa saja yang termasuk ke dalam
hukum positif yang sedang berlaku.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian termasuk penelitian
yang bersifat deskriptif analisis yang tidak
hanya menggambarkan kondisi faktual yang
riil terjadi di masyarakat sebagai das Sein
tetapi juga menelaah peraturan-peraturan
hukum yang berlaku dalam penerapan
kebijakan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten
Cirebon, berkaitan dengan upaya
perlindungan hukum konsumen yang dapat
dilakukan  untuk  pemenuhan hak-hak
konsumen, sebagaimana norma hukum telah
mengaturnya yaitu Undang-Undang
Perlindungan = Konsumen.  Implementasi
spesifikasi dari penelitian yang bersifat
deskriptif analisis ini dilakukan dengan cara
menganalisis ketentuanketentuan  yang
berkaitan dengan kebijakan perlindungan
hukum konsumennya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini
dilakukan dengan tehnik :
a) Studi dokumen / Penelitian Kepustakaan
(Library Research).
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh
data sekunder yang dapat berupa bahan
hukum  primer  seperti  peraturan
perundang-undangan. Di samping itu
terdapat juga hukum sekunder seperti
tulisan para sarjana.
b) Wawancara (interview).
Guna memperoleh gambaran yang lebih
signifikan =~ mengenai  penelitian  ini
dilakukan dengan metode wawancara
secara terbuka terhadap pegawai PDAM
Kabupaten Cirebon serta pihakpihak lain
yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Metode Analisa Data
Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari
berbagai pengertian mengenai penelitian
kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang berangkat
dari inkuiri naturalistik yang temuan-
temuannya tidak diperoleh dari prosedur
penghitungan secara statistik.
5.  Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh
langsung dari studi lapangan di wilayah
penelitian sedangkan data sekunder adalah
data yang diperoleh peneliti dari penelitian
kepustakaan dan  dokumentasi, yang
merupakan hasil penelitian dan pengolahan
orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk
buku-buku atau dokumentasi yang biasanya
disediakan di perpustakaan umum atau
perpustakaan milik pribadi.

6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian disajikan
dalam bentuk uraian peristiwa dan tabel-tabel
yang sederhana yang telah melalui proses
editing, yaitu proses memeriksa dan meneliti

kembali data yang diperoleh  untuk
mengetahui kebenaran dan dapat
dipertanggungjawabkan  datanya  sesuai

dengan kenyataan yang ada

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penyusunan
proposal tesis ini adalah di PDAM Kabupaten
Cirebon

D. TEMUAN PENELITIAN

Sekalipun berbagai instrumen hukum
umum atau peraturan perundangundangan
yang berlaku umum, baik hukum perdata
maupun hukum publik, dapat digunakan
untuk menyelesaikan lingkungan hubungan
dan atau masalah konsumen dengan penyedia
barang jadi atau penyelenggara jasa, tetapi
hukum umum ini ternyata mengandung
berbagai kelemahan, dan menjadi kendala
bagi  konsumen  dalam = memperoleh
perlindungan, baik yang berkaitan dengan
materi hukumnya, hukum acaranya, maupun
yang berkenaan dengan asas-asas hukum
yang termuat di dalamnya.

Sistem yang memberikan beban kepada
konsumen untuk membuktikan haknya, tidak
mudah bagi konsumen, karena menurut
Susanti Adi Nugroho, bahwa: Konsumen pada
umumnya memiliki keterbatasan kemampuan
dalam membuktikan kesalahan produsen.
Hukum acara yang dipergunakan dalam
proses perkara perdata tersebut tidak
membantu  konsumen dalam  mencari
keadilan, karena Pasal 1865 KUHPerdata
menentukan pembuktian hak seseorang atau
kesalahan orang lain dibebankan pada pihak
yang mengajukan gugatan. Beban ini lebih
banyak tidak dapat dipenuhi dalam hubungan
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antara konsumen dan penyedia barang atau
penyelenggara jasa pada masa kini. Hal ini
terutama karena tidak pahamnya konsumen
atas mekanisme tuntutan ganti kerugian dan
rangkaian pembuktian yang rumit.

Kondisi di atas dapat mengakibatkan
kedudukan pelaku wusaha dan konsumen
menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat
menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup
keuntungan yang sebesar-besarnya dan
pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara
penjualan, serta penerapan perjanjian baku
yang merugikan konsumen. Hal ini
disebabkan karena kurangnya pendidikan dan
kurangnya kesadaran akan hak-hak dan
kewajiban konsumen.

Dalam situasi dan kondisi yang demikian
diperlukan landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah dan masyarakat untuk melakukan
upaya perlindungan dan pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen.  Upaya  perlindungan dan
pemberdayaan ini penting untuk
mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang
menjalankan  prinsip  ekonomi  untuk
mendapat keuntungan yang semaksimal
mungkin dengan modal seminimal mungkin,
yang  dapat  merugikan  kepentingan
konsumen, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan
upaya pemberdayaan konsumen melalui
pembentukan piranti hukum atau undang-
undang yang dapat melindungi kepentingan
konsumen serta dapat diterapkan secara
efektif di masyarakat.

Dalam kondisi banyaknya ketidakadilan
yang dialami konsumen, maka dengan
berpedoman pada Guidelines for Consumer
Protection ada 3 hal yang harus dimuat dalam
piranti hukum, yaitu :

1. Perangkat hukum yang memungkinkan
konsumen atau organisasi terkait untuk

memperoleh penyelesaian melalui
prosedur yang informal, cepat dan
murah/terjangkau, terutama untuk

menampung kebutuhan konsumen yang
berpenghasilan rendah.
2. Penyelesaian sengketa secara adil, informal
dengan menerapkan mekanisme sukarela.
3. Tersedianya informasi penyelesaian ganti
kerugian dan prosedur penyelesaian
sengketa lainnya bagi konsumen.

E. HASIL PENELITIAN

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa
konsumen diusahakan dapat dilakukan secara
damai, sehingga dapat memuaskan para pihak
yang bersengketa (win-win solution).

Alternatif lain apabila penyelesaian
sengketa secara damai tidak tercapai adalah
menggunakan UUPK. UUPK telah mengatur
hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku
usaha, sesuai Pasal 19 UUPK pelaku usaha
bertanggung jawab untuk memberikan ganti
rugi kepada konsumen tidak hanya sebatas
uang atau barang bahkan perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan
akibat mengkonsumsi air minum yang
tercemar.

Berkenaan dengan terjadinya kelalaian
PDAM terhadap konsumen, PDAM Tirta Jati
Kabupaten Cirebon telah membebaskan
pembayaran biaya berlangganan bulanan
pada bulan berikutnya atau sesuai dengan
permintaan pelanggan.

F. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) mengatur tentang hak konsumen
yang dirugikan oleh pelaku usaha, dan lebih
lanjut lagi Pasal 19 UUPK menentukan pelaku
usaha dalam hal ini PDAM bertanggung
jawab memberikan ganti rugi atas konsumen
tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan
perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan akibat mengkonsumsi air minum
yang tercemar. Di samping itu UUPK
mengatur tentang adanya Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga
konsumen dapat melakukan gugatan tidak
hanya melalui pengadilan tetapi juga dapat
dilakukan gugatan di luar pengadilan
b) Faktor-faktor penyebab hak-hak konsumen
air minum PDAM tidak dipenuhi sangat
dipengaruhi oleh anggaran publik untuk
air bersih itu, sumber air baku dan pada
saat pendistribusian air minum itu.
Anggaran publik untuk air bersih yang
masih terbatas untuk pengelolaan PDAM,
demikian juga sumber air baku yang sudah
tercemar karena hal ini tidak hanya menjadi
tanggung jawab PDAM tetapi juga peran
pemerintah dalam kebijakan pengelolaan
lingkungan. Kemudian terjadi kebocoran pipa
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pada saat pendistrusian ke masyarakat karena

kurangnya perawatan berkelanjutan dari

PDAM yang mengakibatkan tercemarnya air

minum yang disalurkan tersebut.

c) Penyelesaian sengketa akibat terjadinya
air minum yang tercemar yang

dikonsumsi konsumen, dilakukan
dengan cara pengaduan langsung oleh
konsumen kepada PDAM ataupun

dilakukan sesuai dengan Pasal 46 UUPK

dengan pengaduan dan gugatan melalui

lembaga swadaya masyarakat sebagai
gugatan kelompok.

Pada umumnya penyelesaian sengketa ini
diupayakan secara musyawarah sebelum
melakukan tuntutan ke peradilan umum.

2. Saran

a) Perlu ditinjau kembali ketentuan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyangkut
lembaga BPSK, karena keputusan majelis
menurut Pasal 56 ayat (2) masih
dimungkinkan untuk diajukan keberatan
ke pengadilan negeri oleh pihak yang tidak
puas.

Padahal sesuai Pasal 54 ayat (3) putusan
BPSK bersifat final dan mengikat, karena
BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa
konsumen yang nilainya tuntutannya kecil.

b) Disarankan kepada pemerintah, agar
pendekatan penganggaran pembangunan
prasarana air minum yang berbasis
proyek dan negosiasi sudah waktunya
diubah menjadi penganggaran prioritas
yang mengedepankan pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat.

Kemudian, disarankan kepada PDAM
Tirta Jati, sebagai suatu perusahaan yang
menjadi  tumpuan  masyarakat dalam
mengkonsumsi air minum sehari-hari, maka
harus selalu mengadakan perawatan terhadap
peralatan distribusi air minum agar gangguan
distribusi air minum yang selama ini yang
mengakibatkan tercemar air minum dapat
diminimalisir =~ serta bila dimungkinkan
diadakan penggantian peralatan yang sudah
tidak layak lagi dalam pendistrusian air
minum tersebut demi pelayanan yang baik
bagi konsumen.

c) Sebagai konsumen, pelanggan seharusnya

sehingga apabila merasa dirugikan oleh
pelaku usaha dapat melakukan usahausaha
untuk mendapatkan hakhak tersebut,
tetapi juga  harus  memperhatikan
kewajibankewajibannya sebagai konsumen.
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